
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
'1Rdd\· 

' 

2. Undang-Und.=:mg Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumalera Utara (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran t:Jegara Nomor 
4681); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3886); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqa.mana dimaksud pada 
huruf a dialas. perlu ditetapkan Peraturan Oaerah tentang 
Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang 
Diserahkan Kepada Desa. 

Menirnbanq : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Ncmor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

BUPATJ BATU BARA 

OENGAN RAHMAT Ti.iHAt, YANG MAHA ESA 

PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA 
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA 

TENT ANG 

NOMOR 37 TAHUN 2009 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR 37 TAHUN 2009 

KABUPATE"I BATU BARA 

LEMBARAN DAERAH 

Jin. PER1NT1S KEHERDEXMN NO. 164 Ta.I'. (0622) - 96782 
LIMA PULUH - 21255 

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA 
SEKRETARIAT DAERAH 



KABUPATEN BATU BARA YANG DISERAHKAN KEPADA DESA 

PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan 

BUPAr, BATU BARA 

dan 

DEWAN PERWAKtLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

Dengan Persetujuan Bersama 

a Pe,aiu,an Peme,imao Nomo, 79 T ahun 2005 fentang Pedom~n 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
lerr.baran Negara Nomor 4593); 

7 Pe,aiucan Pemeciotac Nomoc 72 Tahun 2005 "ntang Des, 

Pe.-a,urar, Pemerintah Nomo, 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Perr.e,ir.tah can Kewenangan Provins; sebagai Daerah Otonom 

• (Lemoaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran 
Negara Nc:nor 2952;: 

--~...:. ... 

• Undang-U"C'ac, 'b~o· '3 Tah,~ 2004 !,nfang Perimbanagn 
- =-.:?.-;-=· =~:2·~ =~:--:~c,r.,cr, Pusa• da!l Pemerintah Daerah 

'=~::-2·=· ··-=;2·"' -=~~, ;:::~..: ;~=-:-:~r '26. Tambahan Lembaran 

4. Undang.LJndang Nomo, 10 Tah"n 2004 fenlang Pembent"""n 
Pe,af",an Pe""dang-<mdang,n (l•mbar.on Negar., Tahun 2004 
Nomor 53, Tcimbanan lembaran Negara Nomor 4389); 
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9. Kewenangan Oesa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan 

Oesa da!am menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk .. 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan berada di daerah kabupaten. 

8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

7. Sadan Permusya"."'aratan Oesa yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal 

pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan 

Selanja Desa dan Keputusan Kepala Oe sa. 

6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Oesa dan Sadan 

Permusyawaratan Desa. 

acat isiadat setempat y2~ diakui dan dihormati dalarn Sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kepen!!l!gan rnasvaraka: seternpat. bercasarkan asal-usut dan 

5. Des2 e:::~:a::_ Ki:-:s2tu2;, -nasvarakat nukum yang rnernilikt batas- 

Batu Barz 

4 OeNaG P;;;:-.,.,ar::'.a:-: Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

C,PRD adala'l :)e,..,a,.., Pe:-wak.ila:a Rakyat Daerah Kabupaten 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Fasal 1 

. 3. 



o. Bidang Perimbangan Keuangan: 

n. Bidang Pengembangan Otcnomi Oesa: 

m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dal am 
Negeri: 

I. Bidang Lingkungan Hidup: 

k. Bidang Perhubungan; 

j. Bidang Pekerjaan Urnurn, 

i. Bidang Sosial: 

h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

g. Bidang Kesehatan. 

f. Bidang Ketenagakerjaan dan Transrniqrasi: 

e. Bid,mg Perkoperasian dan UKM; 

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan: 

c. Bidang l<ehutanan dan Perkebunan: 

b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral: 

a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan: 

bidang: 

Pasal 3 

atau Pemerintah Daerah kepada keoada desa aisec:a; .:er.gar 
pembiayaar.. sarans dar-. prasacan; serta sur---t:e' dcy2 e 
manusia 

-:-­ vc:., 3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Peme:"":n!ar- P:-vpr-:s: 

2. Kewenangar> yang oler: Peratu'2'". ;:;e- _ - : ;;·· -- • - : = · ;2 · 
berlaku belurr. :::laks,makar. olen C,;;erat- .:2--· ::er..,;,· :a- 

~~ewen~ngan Oesa rnencaxuo 

Pasal 2 

KEWENANGAN DESA 

BABII 
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Untuk melaksanakan kewenanqannya, Desa setiap tahun mendapat 
bantuan dana dari Pemerintah Daerah. 

Pasal6 

.... - 
(3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan 

Desa menjadi Kewenangan Daerah . 

b. Sarana dan Prasarana. 

a. Potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial 
budaya dan sumber daya manusia. 

(2) Peng;akuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan : 

sebagaimana 
Desa setelah 

(1) Desa menetapkan jenis kewenangannya 
dimaksud Pasal 4. dengan Peraturan 
mendapatkan pengakuan dari Bupati. 

Pasal 5 

Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasai 3 
sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah 
ini. 

Pasal4 

y. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan cesa 

w. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

x. Bidang Pemuda dan Olah raga: 

v. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak; 

u. Bidang Penerangan/lnforrnas1 dar. Kornun1k2ss, 

t. Bidang Psrencanaan: 

s. Bidang Kependudukan dan Catatar. Sipt! 

r. Bidang Pertanahan; 

p. Bidang Tugas Pembantuan; 

q. Bidang Pariwisata; 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 37 

.. 
Diundangkan di Lima Puluh 
Pada tanggal, 26 Mei 2009 
SEKRETARIS DAERAH BUPATEN BATU BARA 

OK ARY A ZULKARNAIN 

ttd. 

Ditetapkan di Lima Puluh 
pada tanggal. 25 Mei 2009 

BUPATI BATU BARA 

Pasal 10 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanagn 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran 
Daerah Kabupaten Batu Bara. 

Pasa19 
Hal-hal yang belurn diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya 'akan diatur lebih lanjut dalarn 
Peraturan Bupati dengan berpedornan pada ketentuan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 
Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun . semenjak diundangkannya 
Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan K<>we"'-c!ngan 
Desan ya. 

Pasal7 
(1) Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan 

dengan potensi -desa, saran a dan prasarana desa, minimal 5 
(lima) tahun sekali. 

(2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati 
membuat Pedoman Pelasanaan Tugas Pemerintahan Desa. 
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. ,.. 

Pasal 1 

angka (1) 

Cukup jelas 

angka (2) 

Cukup jelas 

angka (3) 

Cukup jelas 

angka (4) 

Cukup jelas 

angka (5) 

Cukup elas 

angka (6) 

Cukup jelas 

•,, 

II. PASAL DEMI PASAL 

KabupatenlKota kepada Desa. 

Untuk menindaklanju!i Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka 

yang harus dilaksanakan oieh daerah adalah menetapkan kewenangan yang 

dapat diserahkan kepada Oesa oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 

Desa can Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan tet1tang 

Dalarn rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

",· Tar.un 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik 

I. UMUM 

?::'.,ETA?AN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA 

YANG DISERAHKAN KEPADA DESA 

TENTAt-!G 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR 37 TAHUi'i 2009 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 12 

Pasal 3 

Cukup [eras 

Pasal4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal6 

Cukup jelas 

Pasal? 

Cukup jelas 

Pasal8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasat 10 
Cukup jelas 

Pema~::-,:2!"' Propinsi. atsu Pernermtah Kabupaien Batu Bara. 

H.;ruf a 
Ke·::ec:.3n;2, ya:,g sucan ajc :.er·::!asa•l<ari hak asal usul 

angka (7) 

Cukup jeias 

- 2 - 
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p. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan: 

o. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budi daya: 

n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan temak; 

m. Membantu penyediaan benih unggul: . - I. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul; 

k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya: 

j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu: · 

i. Fasilitas modal usaha tani: 

h. Pengembangan lumbung pangan; 

g. Kampanye benih unggul; 

f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Batu Bara: 

e. Pemasyarakatan pupuk organik: 

d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian; 

c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani: 

b. Pemberian rekomendasi i>:in usaha penangkar benih pertanian: 

a. r'~ngembangar: ke!emoagaan oeta"' sxaia 1oka; 

1. Bidang Pertaniar. dan Ketahanan Par,;a!l 

PENETAPAN URUSAN PEM!:RINTAHAN KABUPATEN BATU BARA 

YANG Dl<:;ERAHKAN KEPADA DESA 

NOMOR : 37 T AHUN 2009 

LAMPIRAN f: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 



b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan dan penangkapan satwa · 

liar yang dilindungi: 

c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada di dalam desa kepada . 

pihak ketiga: 

d. Rekomendasi pemberian izin · perburuan tradisi(inal satwa liar yang lk:lak 

dilindungi pada areal desa: 

a. Pengelolaan hutan desa; 

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

h. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat. 

g. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa; 

f. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru: 

'3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian Adan B; 

d. Rekomendasi pernberian izin penambangan bahan galian golongan C yang 
memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar; 

c. Rekomendasi pemberian izin oernantaatan air bawah tanah dan permukaan; 

b. Tanpa memakai alat berat kepada penduduk cesa yang bersanckutao, 

a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian goionga:-: C 
dibawah satu hektar; 

2. Bidang Pertambangan dan energi serta Sumber Da;.: Mineral 

w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian. 

v. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air: 

u. Pemeliharaan irigasi desa. 

t. P~ngelolaan balai benih ikar. yan; ;;ja di desa. 

s. Pengembangan jaringan informasi pernasaran bidang pertanian dar :::-~:-::;;;.-. 

r. Diversifikasi hasil pertanian; 

q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya 

perikanan; 



b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa; 

a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi; 

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

I. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya 

yang dibangun di desa. 

k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa; 

j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah 

tangga di desa; 

i. Rekomendasi pemberian izin HO; 

h. Pernasyarakatan gararn beryodium; 

g. Rekomendasi pemberian izin dalarn bidang perindustrian yang ada di desa; 

f. Pengawasan pencernaran limbah industri; 

e. Pengaturan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa; 

d. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang incustr.; 

c. Pengembangan hasil-hasil industri; 

b. Pengelolaan pemasaran hasil industri; 

:;; ;::engeloiaan la!u lintas temak yang ada dalam desa; 

4 Sidang Penndustrian dan Perdagangan 

k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa; 

j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun; 

i. Pernbinaan penangkaran burung wallet; 

h. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan; 

- ::e·::'.a~:an hutan cesa; 

Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat 

cesa: 

e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah 

diserahkan kepada desa dan penqelotaan embung-embung air yang sudah 

dibangun di desa; 



I. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa: 

k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan: 

j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa: 

i. Pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA); 

h. Pengelolaan dana sehat; 

g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 

f. Pengelolaan posyandu; 

e. Memfasilitasi pelaksanaan. pemberian makanan tambahan penyuluhan dan 

pemberian makanan tambahan pemulihan; 

d. Pemantauan terhadap dukun bayi; 

c. Memfasilitas, dan memotifasi pelaksanaan kegiat,:;n gerakan sayang ibu; 

b Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa, 

a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit rr.enular; 

7. Bid an~ Kesehatan 

Pembenan surat rekomendasi bagi penduduk yanq akan bekerja ke luar negeri. 

e Penda,::;ar. pe;-,:j..;::::..:k ya:ig bekerja di luar negeri: 

d Ferida!aar per-owd:..:~ ~rumu~ 15 (lima betas) tahun ke alas yang bekerja 
rnenurut .a:,2n;;:n oee-ec,aari. jer.is pekerjaan dan status pekerjaan: 

c Pendataan penduciuk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan ,kerja, 
pe~,::::;n v.0•ia can tingka! partisipasi angkatan kerja: 

- Fer.da.aan oencucox yang bekP.rja pada sektor pertanian dan sektor norr : 
pertanian; 

-- - - :2- :;;:- ~---2-,:ikasi2:i tenaga xerja, 

Per,geioiaan kelornpok usaha ekonomi produl<tif. 

s. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan; 

d. Pengelolaan dana; 

c. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi; 



Menggali. rnembina dan mengembangkan bermacarn seni. yang upacara adat. 

dan adat istadat yang berlaku di desa: 

e Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial: 

d. Rekornendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial; 

c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar: 

b. Mengeluarkan surat keterangan miskin; 

a. Pernbinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya 

genetik; 

9. Bidang Sosial 

j. Pendataan warga buta huruf/aksara. 

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 

h. Pendataan siswa untuk GN-OTA; 

g. Memfasilitasi dan rnemotifasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa:' 

f. Membina taman bacaan masyarakat pada pusal kegiatan belajar rnasyarakat; 

e. Memiasilitasi lerselenggaranya berbaga, kursus-kursus ketrampilan: 

d. Mernberikan kontribusi penyediaan oahan oetajar ternpat oelaj2: car f3s·l:!a.::; 

lair. bagi pendidikan luar sekolah: 

c. Memberikan kontribust untuk peninqkatan kesejahte'aa:-, tenaga Kepens::::Kari 

seperti uang lelah keiebihan jam mencaiar transcortas. can :;e,..urn;n2r 1;.J:'tt..:~. 

guru daerah terpenc«, 

b. Mernberikan kcntribusi untuk melengkapi. rnerawat car. ;;-;e~eheb;:,:asi se,ena 

pendidikan seperti pembangunan fisik. gedun!;;. me'.Jbe'. per:gadaan. 

laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa 

a. Memfasilitas, peyediaan tanan untuk p€!'Tl::Jar.;Lr,e- -:-"' .. _ 

8. Bidang Pandid.kan can l<'.eb:.;::!:e)laa:-- 

p, Pengelolaan kelornpok-kelompok Bina Keluarca 

o. Pembinaan tertiadap kader Keluarga Berencana: 

n. Pelaksanaan penyuluhan tentang Ke!uarga Berencana; 

m. Pemantauan peradaran dan pemakaian alat kontrasepsi; 



12. Bidang Lingkungan Hidup 

d. Pembangunan terminal angkutan desa. 

c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat 

pertokoan di desa; 

b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang 

berada di desa; 

a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran, Takaran. Timbangan dan 

Perlengkapannya ); 

11. Bidang Perhubungan 

k. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa; 

j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus 

(MCK); 

i. Pengelolaan sumber daya air di desa; 

h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa; 

g. Pengelolaan embungftelaga yg sudah dikonstruksi; 

t. Pengaturan operasi dan Perawatan Jaringan lnqas: k.ec!I \PiK) yang sucar .­ 
konstruksi; 

e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringar. saluran iriqas: sekuncer 

tersier dan kwartet; 

d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rarnoanan dan membuang 
sedirnentasi; 

c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di ce sa 

b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada datarn cesz. 

a. Memfasititasi pemellharaan rutir. jalan kabupaten yang berada di desa yang 

terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/banda-. pembers,::2:- ': ;;:- ·­ 

jalan, pembersihan gorong-gorong; 

10. Bidang Pekerjaan Umum 

· h.. Pembinaan pekerja sosal, masyarakat dan organisasi sosial. 

g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 



1. Pembangunan jalan desa; 

j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa: 

h Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air; 

g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar. mengubah saluran 

irigasi di desa; 

f. Pengaturan kebijakar. kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang 

pengairan; 

e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan. pertokoan, warung, 

pemondokan. rumah makan; 

d. Rekomendasi psrnb=rian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya; 

c Pernantauan peredaran/pernutaran fi!m keliiing; 

b. Penelitian dan pendataan potensi desa: 

a Rekomendasi pemberian pendirian tempat penyewaan kaset video. play station 

dan sejenisnya; 

14. Bidang Otonomi Desa 

f. Memfasii,tasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

.... f.,ie:r.ias!!it2Si oenetapan baias aesa. 

2 t/:'?nf:;si:,tasi penya;enggaraan pemilihan umum . 

--=---=-=- .• ,,.- :::s,·gar oanar. dar. ala! terlarang 

b. Pengawasan terhadap psrusakan lingkungan hidup di desa; 

a. Pengelolaan penampungan air hujan 



d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restcran yang ada di desa 

c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di 

desa: 

b. Pengelolaan tempat rekreas, dan hiburan umum dalam desa. 

a. Pengelolaan obyek wrsata dalam desa diluar rencana induk pariwisata: 

17. Bidang Pariwisata 

c. Penyelenggaraan lugas pembantuan. 

b P .2ngelolaan dana bantuan bencana alam dan keada:m darurat lainnya dari 

pemerinlah, pemerinlah propinsi. pemerintah kabupaten dan pihak lain yang 

tidak rnenqikat; 

a. Memberikan bantuan rekomendasi permintaan banluan ke:1ada pemerinlahan 

daerah. 

16. Bidang Tugas Pembantuan 

b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupatan 

Batu Bara 

a. Pengelolaan baqian desa dari hasil penerimaan pajax Kabupaten Batu Bara; 

15 Bidang PP.nmbangan Ke..;ac;gar, 

:-- -· - - - .. _,_ -· 
f""\C:"\.VI.IC.1-'C..:. ~ 

q. Rekomendasi pe;nt,,,,-=a:-. ,z,r, par- ... -!;;e:nangkalar, keridar aari di pasar, tempat 

wisaia dan tokasi ra.nnya yang aca .,, calarn cesa, 

m. Penetapan .Angga:-an Pe;i-:aoz:.a:; Cori 8eicn;c Oe5a {APBDesa): 

I. Penetapan peranqkat desa; 

k. Rekomendasi pemberiar. izin pengelolaan dan .. pengusahaan potensi sumber 

daya alam desa; 



a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif; 

20 Bidang Perencanaan 

m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk. 

Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga; 

k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan; 

j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya; 

i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang 

mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum; 

h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga; 

g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga 

berdasarkan katagori keluarga prasejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga 

Sejahtera II; 

Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur. 

akseptor KB, dan tingkat prevalensi; 

e Pelaksanaan registrasi penduduk berumur sepuluh tahun keatas menurut tingkat 

pendidikan yang ditamatkan; 

c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrassi penduduk; 

c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep 

angka kematian bayi, angka kernatian balita dan angka kematian ibu saat 

persalinan; 

b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep 

Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH); 

a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan keiompok umur, 

'9 Bidang Kependudukan dan Catalan Sipil 

d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan. 

c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; 

b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah; 

a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan.pengembangan lahan: 

18. Bidang Pertanahan 



c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna; 

a. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga: 

b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olah raga; 

24. Bidang Pemuda dan Olah Raga 

23. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

a. Penatapan standard keluarga sejahtera; 

b. Pen,berian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi; 

c, Pengelolaan standard makanan sehat bagi balita; 

d. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat; 

e. Penetapan standard pelayanan keluarga sehat; 

f. Pengembangan Gerakan lmunisasi dan Gizi Keluarga. 

22. Bidang Perr.berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak. 

b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran 

perempuan. 

g Pe,,ge~bar:ga,, jaringari informasi can kornunikasi; 

f. Pengeiolaan media komunikasi perdesaan; 

- P;;-r-:::,r:aan keic-mpok-kelompok komunikasi sosial; 

d. Pernbinaan pemancar radio desa; 

e. Pemantauan media informasi yang beredar; 

b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Oesa); 

c. Penetapan Rencana Kerja Pembanqunan Desa (RKP-Desa). 

21. Bidang Penerangan / lnformasi dan Komunikasi 

a. Penanggulangan bencana alam skala desa; 

_. =,:,, , =·,:,. ,,;,,c, ccc,, sosiaiisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media 
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d. Penataan organisasi masyarakat desa 

c. Penyiapan ma=yarakat yang menjadi pemberdayaan; 

b. Peniingkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal; 

a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal; 

25. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

j. tv1er:,fasilitasi dan mengembangka:1 clan :-29a m2sya:-a:-~at 1:-aC.:::cna!, :7"!,sainya 

rnenyiapkan tapanqan dan sa:anci ic;::arigan sc.;-,::= --- - - -.: _.-c:-. ;2;2 1a;nn:1a 

Pc.-,gembangan sarana ~ar; prasarana seni !:•udaya b;;g; pe~uo~· 

h. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga rnasverakat 

g. Pemasyaraka!an olan raga; 

e. Penyaluran psrnuca b':cores!::;5. :· :,::;:.-; _ = 

d. Peningkatan sumber daya manusia bida<1g c!:;," ·2;2 


